
BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI I(ALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARTTO SELATAN
NOMOR Ii TAHUN 2O2L

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH
DAN lIIAKIL KEPALA DAERAH

DENGAI{ RAHMA? TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang . <L.

BUPATI BARITO SELATAIY,

bahwa dalam rangka pengelolaan Biaya Penunjang
Operasional Kepala Daeiah t*r, Wakii Kepala Daerah
yarlg dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan
kegiatan khusus lainnya agar berdayaguna dan
berhasilguna serta tertib administrasi, perlu diatur
Pedoman Bialra Penunjang Operasional Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah i ,*

bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala ,Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
diamanatkan ,untuk pelaksanaan tugas Kepala Daerah
dan Wakjl.Kepaia Daerah disediakan Biaya Penunjang
Operasional ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Biaya
Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepaia
Daerah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Koiusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 7 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851) ;

Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
47, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20A4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor aaOO\

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Tahun Tahun
2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 56791;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepaia Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tairun
2000 Nomor 2lA, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aO2B);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2org tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2Ol9 Nomor" 42, Taf,nbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322) ;

9. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor TT Tahun 2O2O
tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor 1757) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito seratan Nomor 7
Tahun 2O2O tentang Pembentukan produk Hukum
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan
Tahun 2O2O Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 7) ;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAIY
BIAYA PEITUNJANG OPERASIOIIIAL KEPALA DAERAH DAIII
UIAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I
KETEIYTUAN UMUM

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kebupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Selatan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat
termasuk didalamnya segaia bentuk kekayaan yang
hak dan kervajiban daerah tersebut.

unsur penyelenggara
urusan pemerintahan

daerah dalam rangka
dinilai dengan uang
berhubungan dengan
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito
Selatan
Biaya Penunjang Operasionai adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan
tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(3)

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meiiputi
a. Penganggaran;
b. Penggunaan; dan
c. Pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban penggunaan
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Langsung.
Mekanisme Pembayaran Langsung
dilakukan berdasarkan terjadinya
Daerah.

BAB III .i":: ., ,',,. 1 'pEIIGAIIGG3BAN.,:,, I

, . Pasal-3 ,,. ,

Biaya Penunjang operasional Sp,pala baerah dan wakil Kepala Daerah
dianggarkan dalam APBD pafulR$Josnpok Belanja operasi, Jenis Belanja
Gaj i dan Tunj angan - As w,;11o5jek i'ffinj ar''Penerimaan Lainnya Pimpinan
DPRD serta Kepala D,abralt pa1a rDaerah, Rincian Belanja Dana
Operasional Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.
Penganggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pacla
ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
di atas Rp.50 milyar (Lima Puluh Milyar) sampai dengan Rp. 150 milyar
(seratus lima puluh mityar) paling rendah Rp. 400 juta darr paling tinggi
sebesar O,4Oo/o (Noi koma Empat Puluh Persen) dari Pendapatan Asii
Daerah dalam APBD.
Pelaksanaan Penganggaran Biaya Penunjang Operasional Dilaksanakan
oleh Bagian Umum sekretariat Daerah Kabupaten Barito selatan.

{1)

{2}

(1)

(2)

: .tsAB TV
PENGGUNAAN

Pasal 4

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 sebesar 60 Yo (Enam Puluh Persen) oleh Kepala Daerah dan sebesar 4O o/o

(Empat Puluh Persen) oleh Wakii Kepala Daerah.

BAB V
PERTAITGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Biaya Penunjang Operasional Kepala
menggunakan mekanisme Pembayaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pengeluaran dari Rekening Kas Umum
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t3) Kelengkapan pengqjuan Pembayaran Langsung sebagaimana dirnaksud
pada ayat {1} meliputi :

1. Surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung {Spp-LS} ;b. Ringkasan surat permintaan pembayaran Langsunglsrr-r,sy ;c. Rincian surat Permintaan pembayaran Langsung lsrr-m} ; dand' Kuitansi/bukti tanda terima yang ditandaLngr;i x"pala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah.

{4, Seluruh Pe:rgunaan Braya Penunjang Operasional Kepata Daerah dan
Wakit Kepala Daerah dicantumkan dalam Oaftar Rincian Pengeluaran ya:rg
ditandatangani oleh Kepala Daerah dan I atau Wakil Kepala Daerah.

{5} Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungiawaban- biaya penunjang
Operasional Kepala Daerah dan lryal<r1 Kepa1a Daerah pitatouat 

"o;"y;sesuai peraturan perundang - undangan.

KErErJlmTrorn*
Pa*al 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2fi21.

4g* setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengund€mgan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya datram Berita paeiah ka6upalen
Barito Selatan.

Buntok
! rn'l :' 2A21

SELATAN,
1\

YA SAS{SI'BI

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal ? JEli- 2021
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ARIS DAERAH
BARI?O SELA?AN,

BERI?A DAERAH KABUPATBN BARITO SELATAN TAHUN 2A2L NOMOR 1i,.
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